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ABSTRAK 

Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy, 2026, Konstruksi Normatif Diskresi 

Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Parameter 

Diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

 

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi ruang bagi pejabat Polri bertindak 

menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan sangat perlu, dibatasi peraturan 

perundang-undangan dan kode etik. Namun, batas dan pertanggungjawaban ruang 

penilaian itu belum dijelaskan secara sistematis dan terukur, sehingga berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam penanganan unjuk rasa yang 

kerap diwarnai penggunaan kekuatan berlebihan. Karena itu, perlu dikonstruksi 

normatif diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dan diuji kesesuaiannya 

dengan parameter diskresi dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewenangan 

diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang 

Kepolisian beserta peraturan pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan 

parameter diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

Kerangka pemikiran berpijak pada konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 yang membatasi diskresi Polri dengan hukum, termasuk saat 

menangani unjuk rasa sebagai wujud kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3) 

UUD 1945). Teori Kepastian Hukum digunakan menilai kejelasan norma Pasal 18, 

sedangkan konsep kewenangan dan diskresi digunakan menganalisis hakikat, 

sumber, dan batas ruang penilaiannya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan 

yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan 

hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan 

penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. 

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pasal 18 memberi ruang penilaian 

bagi pejabat Polri, tetapi dibatasi tugas dan wewenang, keadaan sangat perlu, 

peraturan perundang-undangan, kode etik, HAM, serta prinsip kebutuhan dan 

proporsionalitas. Konstruksi ini cukup jelas secara normatif meski keterukurannya 

belum sepenuhunya utuh. Kedua, ruang penilaian tersebut sesuai secara substantif 

dengan parameter diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sepanjang tidak 

melampaui kewenangan, menyimpang dari tujuan, atau mengabaikan AUPB, yang 

pelanggarannya dapat menyebabkan keputusan/tindakan tidak sah atau dapat 

dibatalkan. 
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